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MOTTO 

يهِمْ بِِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  رُىُمْ وَتُ زكَِّ إِنَّ صَلََتَكَ سَكَنٌ  ۖ   خُذْ مِنْ أمَْوَالِِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
يعٌ عَلِيمٌ  ۖ  لَِمُْ  وَاللَّوُ سََِ  

 

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka". (At-Taubah [9]:103) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas peran lembaga adat dalam menetapkan nilai uang zakat 

fitrah berdasarkan harga beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, 

Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Zakat fitrah merupakan kewajiban 

setiap Muslim yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Idulfitri, biasanya dalam 

bentuk makanan pokok seperti beras. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 

variasi harga beras yang menjadi dasar fluktuasi nilai zakat fitrah, serta perbedaan 

pemahaman masyarakat mengenai ketentuan syariat dan peran lembaga yang 

terlibat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan sentral melalui 

musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, BPD, dan pemuda karang 

taruna. Nilai zakat ditentukan dengan mempertimbangkan kualitas dan harga 

beras rata-rata yang berlaku di pasaran lokal, serta kondisi ekonomi masyarakat. 

Penetapan ini bertujuan agar zakat tetap sesuai syariat, adil, dan tidak 

memberatkan. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan zakat 

yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial desa. 

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Lembaga Adat, Harga Beras, Penetapan Nilai 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna 

dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan Umat Muslim. Zakat fitrah 

diwajibkan bagi semua orang Muslim yang mampu, dan biasanya dikeluarkan 

pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Tujuan utama 

dari zakat fitrah adalah untuk menjaga jiwa dan menyuburkan harta pembayar 

zakat (Jufri, 2024) berdasarkan firman Allah Swt yang  bermaksud: 

يهِمْ بِِاَ وَصَلِّ  رُىُمْ وَتُ زكَِّ إِنَّ صَلََتَكَ سَكَنٌ  ۖ  عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ أمَْوَالِِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
يعٌ عَلِيمٌ  ۖ  لَِمُْ  وَاللَّوُ سََِ  

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka". (At-Taubah [9]:103)  

 

Zakat fitrah menjadi cara untuk membersihkan jiwa manusia dari 

sifat-sifat buruk, seperti kikir, rakus, dan egois, dan menjadi solusi untuk 

masalah kemiskinan yang menimpa umat manusia, serta menjadi sumber yang 

potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muslim, 2011). 

Beras adalah bahan yang digunakan oleh sebagian besar umat Islam di 

Indonesia untuk membayar zakat fitrah, meskipun ada sebagiannya lagi 

dengan menggunakan uang. Pada zaman Rasulullah Saw, makanan pokok 

yang umum adalah kurma dan gandum. Satu sha' kurma atau gandum yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. Satu sha' adalah setara dengan tiga liter atau dua 

setengah kilogram beras (jika dibulatkan menjadi 2,5 kilogram) (L. 

Margiyanto, 2021). 
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Saat ini jenis makanan di berbagai daerah sangat beragam. Adanya 

perbedaan nilai ekonomi setiap daerah berbeda-beda, sehingga nilai zakat 

fitrah yang ditetapkan pun harus di sesuaikan (Suardi & Yusuf, 2023). Di 

alquran dan hadis memberikan prinsip umum tentang zakat fitrah, namun 

tidak memberikan rincian yang sangat spesifik tentang jenis makanan pokok 

dan nilainya di setiap zaman dan tempat. 

Besar zakat fitrah tahun 2024 telah ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Kerinci, bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan 

Kementerian Agama. Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kemenag Kerinci, Bapak 

Heldison, menjelaskan bahwa zakat fitrah ditetapkan sebanyak 2,5 kg beras 

per jiwa, namun masyarakat bisa membayarnya dalam bentuk uang sesuai 

harga beras yang dikonsumsi. Jika mengonsumsi beras kualitas baik, zakatnya 

Rp 42.000 per jiwa, kualitas sedang Rp 35.000, dan kualitas biasa Rp 30.000. 

Pembayaran zakat disarankan melalui Badan Amil atau UPZ setempat 

sebelum pelaksanaan salat Idul fitri.  

Di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, Kecamatan Depati 

Tujuh,  nilai uang zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga beras dengan 

menggunakan harga beras berkualitas sedang, yaitu Rp 30.000 per liter, 

berlaku untuk semua orang, baik yang menggunakan beras berkualitas tinggi, 

kualitas sedang, maupun kualitas biasa. Menentukan nilai zakat ini dilakukan 

oleh amil zakat atau orang desa menyebutnya pegawai sarak (alim ulama) 

yang terdiri dari tokoh adat, staf desa, pemuda karang taruna, serta Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di ketiga desa tersebut. 
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Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, 

termasuk dalam hal komoditas pokok yang dijadikan acuan untuk menentukan 

zakat fitrah, seperti beras. Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu 

Kecamatan Depati Tujuh memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. 

Berdasarkan data yang ada, mayoritas penduduk di desa-desa ini bergantung 

pada pertanian, dengan beras sebagai komoditas utama. Oleh karena itu, harga 

beras di pasar menjadi acuan penting dalam menentukan nilai zakat fitrah. 

Praktik ini memunculkan dinamika baru dalam pelaksanaan zakat 

fitrah, di mana nilai pembayaran zakat dapat berfluktuasi sesuai dengan 

pasaran harga beras. Ketika harga beras naik, nilai zakat fitrah yang harus 

dibayarkan juga meningkat, dan apabila harga beras turun, nilai zakat fitrah 

yang harus dibayarkan juga turun, jadi harus menyesuaikan harga pasaran 

beras saat itu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan nilai zakat 

dengan kondisi ekonomi terkini dan memastikan bahwa penerima zakat 

mendapatkan manfaat yang setara dengan fluktuasi harga bahan pokok. 

Untuk lebih memudah dan menyederhanakan Menentukan Nilai Uang 

Zakat Fitrah, masyarakat menganggap ini tidak begitu memahami bagaimana 

pandangan ulama tentang nilai zakat fitrah, mekanisme dalam praktiknya pada 

lembaga-lembaga zakat tertentu. Seperti prosedur dan persyaratan yang 

diperlukan untuk melakukan zakat ini yang kurang jelas. Maka dari penjelasan 

di atas penulis memilih judul “PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG 

ZAKAT FITRAH OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, 

KOTO PAYANG DAN SEMUMU”. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan serta 

agar lebih jelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah yaitu Penentuan Besaran Jumlah Uang Zakat Fitrah Oleh 

Lembaga Adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu. Apabila 

dalam pembahasan ini ada yang menyebar, maka dari itu penulis 

maksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam pembahasan 

nantinya. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun 

yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana lembaga adat menentukan besaran jumlah zakat fitrah di 

Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu? 

b. Bagaimana putusan lembaga adat dalam penentuan besaran jumlah 

zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, berdasarkan 

Hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui lembaga adat menentukan besaran jumlah zakat 

fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu. 
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b. Untuk mengetahui putusan lembaga adat dalam penentuan besaran 

jumlah zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, 

berdasarkan Hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis: 

1) Untuk memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu pengetahuan 

tentang zakat pada umumnya dan khususnya dalam ilmu 

pengetahuan penentuan nilai zakat fitrah. 

2) Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan 

pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya. 

b. Secara Praktis: 

1) Kepada penulis, agar dapat menambah keilmuan sekaligus sebagai 

salah satu syarat untuk lulus studi S1 dan mendapatkan gelar SH. 

2) Kepada pembaca diharapkan mampu memahami penentuan nilai 

uang zakat fitrah berdasarkan pasaran harga beras yang ada di desa. 

D. Kerangka Teori 

1. Sosiologi Hukum Islam dalam Pendekatan Struktural Fungsional 

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi hukum 

yang memfokuskan kajian pada interaksi antara norma-norma hukum 

Islam (syariah dan fiqh) dengan struktur sosial masyarakat Muslim. Dalam 

perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi 
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juga sebagai produk dan instrumen sosial yang dinamis, dibentuk serta 

memengaruhi struktur masyarakat. 

Teori struktural fungsional adalah pendekatan dalam sosiologi 

yang dikembangkan oleh tokoh seperti Émile Durkheim, Talcott Parsons, 

dan Robert K. Merton. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai 

suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan 

bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan (equilibrium) dan 

ketertiban sosial. 

Menurut Talcott Parsons, setiap institusi sosial, termasuk hukum, 

memiliki fungsi laten (tidak langsung terlihat) dan fungsi manifes 

(langsung terlihat) dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, 

hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku sosial, 

menyelesaikan konflik, dan memperkuat norma sosial yang berlaku. 

Ketika dikaitkan dengan hukum Islam, teori struktural fungsional 

membantu menjelaskan bagaimana hukum syariah berfungsi dalam 

struktur masyarakat Muslim. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai 

teks-teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merespons 

kebutuhan fungsional masyarakat. Dengan kata lain: 

1. Syariat Islam bertindak sebagai sistem nilai yang memberikan 

stabilitas normatif bagi masyarakat Muslim. 

2. Fiqh, sebagai hasil ijtihad, menyesuaikan diri dengan dinamika 

masyarakat dan memiliki fungsi adaptif terhadap perubahan sosial. 
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3. Institusi sosial Islam (seperti keluarga, masjid, pengadilan syariah) 

menjadi bagian dari struktur yang menopang fungsi hukum Islam. 

Dalam konteks modern, pendekatan struktural fungsional berguna 

untuk memahami peran hukum Islam dalam sistem negara nasional 

(nation-state). Hukum Islam sering dihadapkan pada tantangan struktural 

seperti pluralisme hukum, sekularisasi, dan globalisasi. Namun, dengan 

memahami fungsi sosialnya, hukum Islam dapat diposisikan sebagai 

elemen stabilisasi yang tetap relevan di tengah. 

2. „Urf 

Secara etimologis, „urf berasal dari kata Arab „arafa yang berarti 

mengetahui atau mengenal. Dalam terminologi hukum Islam, „urf adalah 

kebiasaan atau praktik masyarakat yang telah berlangsung secara terus-

menerus dan diterima sebagai norma yang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam. 

Menurut para ulama ushul fiqh, „urf merupakan salah satu sumber 

hukum Islam non-primer yang berfungsi sebagai pelengkap dalam proses 

ijtihad, khususnya dalam hal-hal yang tidak memiliki ketetapan nash yang 

eksplisit. Dasar Hukum „Urf  dalam hukum Islam antara lain terdapat 

dalam: 

a. Al-Qur'an 

هِلِيَْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ  الْْٰ  

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-

A„raf: 199). 
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Kata ma‟ruf di sini berkaitan erat dengan konsep „urf, yaitu 

segala hal yang dikenal baik oleh masyarakat. 

b. Hadis 

 مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنا؛ً فَ هُوَ عِنْدَ الِله حَسَنٌ 
“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka 

ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan.” (HR. Ahmad dan al-

Hakim) 

 

Dalam dunia modern, „urf sangat berguna dalam pembentukan 

hukum Islam yang responsif dan kontekstual. Misalnya, dalam hukum 

ekonomi Islam, praktik muamalah modern yang belum ada pada masa 

klasik dapat dirujuk berdasarkan „urf masyarakat bisnis asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia, pengaruh „urf 

terlihat dalam lembaga hukum adat yang diakomodasi oleh sistem hukum 

nasional, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

E. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa studi 

literatur yang berhubungan dengan zakat fitrah, di antaranya: 

1. Dalam penelitian Muiz & Hidarya yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

terhadap penentuan zakat fitrah”. Hasil penelitian ini yang diperoleh 

menunjukkan bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang 

diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga, 

yakni, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat 

fitrah dengan uang tunai (Muiz & Hidarya, 2022). 
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2. Dalam penelitian Haitami yang berjudul “Hukum Zakat Fitrah Berbentuk 

Uang menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-

Qardawi”. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Syekh Abu Bakar al-

Jazairi berpendapat hukum zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang 

beliau memahami zakat fitrah adalah sebagai ibadah ta‟abbudi yaitu 

ibadah yang sudah di tentukan dan di tetapkan cara pelaksanaannya oleh 

Nabi Saw. 

Sedangkan Syekh Yusuf al-Qaradhawi memahami zakat fitrah adalah 

sebagai suatu ibadah yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan fakir dan 

miskin sehingga apabila membayar zakat fitrah baik berupa makanan atau 

pun uang di bolehkan (Haitami, 2021). 

3. Dalam penelitian Suja‟a yang berjudul “Analisis Perbandingan Pengqiasan 

Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanifah Dan Mazhab 

Syafi'i”. Hasil penelitian ini yang diperoleh menunjukkan menurut Imam 

Abu Hanifah, membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan karena 

memenuhi kebutuhan dan menafkahi orang yang membutuhkan. Menurut 

pendapat al-Imam al-Syafi'i, Zakat Fitrah tidak boleh dengan uang, Zakat 

Fitrah harus dibayar dengan makanan. Dalam mazhab Imam Syafi‟i, Zakat 

Fitrah artinya harus dibayar dengan makanan yang dimakan setiap hari, 

yaitu makanan berupa Hinta (gandum), gandum „aras, Sya‟ir (roti) tamar. 

dan Zabib (jeruk bali kering). Oleh karena itu, Mazhab Imam Hanifah dan 

mazhab Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai qiasan Zakat gandum 

sebagaimana disebutkan dalam hadis. Imam Hanafi membolehkan, namun 
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Imam Syafi'i tidak. Perbedaan ini merupakan hal yang baik dalam agama. 

Sebab keempat aliran pemikiran tersebut merupakan umat pilihan (Suja‟a, 

2024). 

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian 

yang penulis buat yaitu pada penelitian Muiz & Hidarya lebih fokus pada 

interpretasi hukum dari berbagai mazhab, sedangkan penelitian yang penulis 

buat lebih menekankan pentingnya peran lembaga adat dan konteks lokal 

dalam 

menentukan nilai zakat fitrah. Jadi perbedaan utama antara kedua penelitian 

terletak pada pendekatan yang digunakan satu dari sudut pandang hukum 

Islam yang bersifat teoritis dan yang lainnya dari perspektif praktik sosial dan 

kultural di tingkat desa. 

Yang kedua penelitian Haitami berfokus pada aspek hukum dan 

pandangan ulama, sementara penelitian yang penulis buat lebih menekankan 

pada praktik dan penerapan nilai zakat fitrah dalam konteks sosial dan kultural 

di desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah tidak hanya 

bergantung pada pemahaman hukum, tetapi juga pada konteks lokal dan 

kebersamaan masyarakat.  

Yang ketiga penelitian Suja‟a lebih fokus pada analisis hukum dan 

perbandingan antara mazhab, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih 

menekankan pada praktik sosial dan kultural dalam penetapan nilai zakat 

fitrah di tingkat desa. Keduanya memberikan kontribusi berharga dalam 
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memahami pelaksanaan zakat fitrah dalam konteks masing-masing, baik dari 

sudut pandang hukum maupun praktik komunitas. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini membahas Penentuan Besaran Uang Zakat Fitrah 

oleh Lembaga Adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami 

secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penentuan 

zakat berdasarkan persepsi dan pandangan masyarakat, bukan melalui data 

numerik. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, 

dengan kriteria memiliki pengetahuan, keterlibatan aktif di lembaga adat, 

dan kesediaan memberikan informasi. Wawancara dilakukan secara 

langsung, sukarela, dan kondusif, kemudian dicatat dan dianalisis secara 

naratif untuk menggambarkan peran lembaga adat dalam menetapkan 

besaran zakat fitrah. 

2. Sumber  Data 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer adalah yang mana Informasi langsung yang dikumpulkan 

dari masyarakat yang terlibat secara langsung dalam Penentuan 

Besaran Jumlah Uang Zakat Fitrah dikenal sebagai data primer, yang 

dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota masyarakat desa dan 

tokoh masyarakat.  
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b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan 

dipublikasikan oleh orang lain dari buku dan jurnal artikel terkait. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data, observasi 

dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau perilaku 

yang menjadi subjek penelitian Penentuan Besaran Jumlah Nilai Uang 

Zakat Fitrah oleh Lembaga Adat yang ada di Desa Koto Tuo, Koto 

Payang dan Semumu.  

b. Wawancara, yaitu dilakukan oleh peneliti kepada Masyarakat Desa dan 

Tokoh Masyarakat Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu. 

4. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data kualitatif setidaknya menempuh sejumlah 

tahapan berikut: 

a. Mempersiapkan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan, 

gambar, arsip, dan sebagainya; 

b. Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum; 

c. Memberi kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang 

ditentukan oleh peneliti; 

d. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi, disertai proses, 

faktor, alasan, dampak dan akibat yang muncul; 

e. Menginterpretasikan makna tema atau deskripsi (Iskandar MA, 2021). 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Sosiologi Hukum Islam dalam Pendekatan Struktural Fungsional 

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi hukum yang 

memfokuskan kajian pada interaksi antara norma-norma hukum Islam (syariah 

dan fiqh) dengan struktur sosial masyarakat Muslim. Dalam perspektif ini, 

hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai produk 

dan instrumen sosial yang dinamis, dibentuk serta memengaruhi struktur 

masyarakat. 

Teori struktural fungsional adalah pendekatan dalam sosiologi yang 

dikembangkan oleh tokoh seperti Émile Durkheim, Talcott Parsons, dan 

Robert K. Merton. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu 

sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama 

untuk mempertahankan keseimbangan (equilibrium) dan ketertiban sosial. 

Menurut Talcott Parsons, setiap institusi sosial, termasuk hukum, 

memiliki fungsi laten (tidak langsung terlihat) dan fungsi manifes (langsung 

terlihat) dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi 

sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku sosial, menyelesaikan konflik, 

dan memperkuat norma sosial yang berlaku. 

Ketika dikaitkan dengan hukum Islam, teori struktural fungsional 

membantu menjelaskan bagaimana hukum syariah berfungsi dalam struktur 

masyarakat Muslim. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks-teks 

normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merespons kebutuhan 

fungsional masyarakat. Dengan kata lain: 
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4. Syariat Islam bertindak sebagai sistem nilai yang memberikan 

stabilitas normatif bagi masyarakat Muslim. 

5. Fiqh, sebagai hasil ijtihad, menyesuaikan diri dengan dinamika 

masyarakat dan memiliki fungsi adaptif terhadap perubahan sosial. 

6. Institusi sosial Islam (seperti keluarga, masjid, pengadilan syariah) 

menjadi bagian dari struktur yang menopang fungsi hukum Islam. 

Contohnya, dalam masyarakat yang kuat nilai keagamaannya, 

hukum Islam berfungsi sebagai alat integrasi sosial, penguatan moral 

kolektif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kohesif. 

Émile Durkheim melihat hukum sebagai cermin solidaritas sosial. 

Dalam konteks hukum Islam, hukum syariah bisa dilihat sebagai bentuk 

"solidaritas mekanis" dalam masyarakat yang homogen secara nilai agama. 

Talcott Parsons berkontribusi melalui konsep pattern maintenance, 

yaitu bahwa sistem hukum berfungsi menjaga pola nilai dan norma sosial. 

Hukum Islam, dalam hal ini, memelihara ajaran agama dan identitas budaya 

Muslim. 

Robert K. Merton menambahkan bahwa struktur sosial yang tidak 

mampu memenuhi fungsi hukum dengan baik bisa menyebabkan anomie 

(ketidakteraturan sosial), yang juga bisa terjadi dalam masyarakat Muslim jika 

hukum Islam tidak dijalankan secara adil dan kontekstual. 

Dalam konteks modern, pendekatan struktural fungsional berguna 

untuk memahami peran hukum Islam dalam sistem negara nasional (nation-

state). Hukum Islam sering dihadapkan pada tantangan struktural seperti 
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pluralisme hukum, sekularisasi, dan globalisasi. Namun, dengan memahami 

fungsi sosialnya, hukum Islam dapat diposisikan sebagai elemen stabilisasi 

yang tetap relevan di tengah. 

B. „Urf  

1. Pengertian „Urf 

Secara etimologis, „urf berasal dari kata Arab „arafa yang berarti 

mengetahui atau mengenal. Dalam terminologi hukum Islam, „urf adalah 

kebiasaan atau praktik masyarakat yang telah berlangsung secara terus-

menerus dan diterima sebagai norma yang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam. 

Menurut para ulama ushul fiqh, „urf merupakan salah satu sumber 

hukum Islam non-primer yang berfungsi sebagai pelengkap dalam proses 

ijtihad, khususnya dalam hal-hal yang tidak memiliki ketetapan nash yang 

eksplisit. 

2. Dasar Hukum „Urf  

Dalam hukum Islam antara lain terdapat dalam: 

c. Al-Qur'an 

هِلِيَْ   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرِضْ عَنِ الْْٰ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-

A„raf: 199). 

 

Kata ma‟ruf di sini berkaitan erat dengan konsep „urf, yaitu 

segala hal yang dikenal baik oleh masyarakat. 
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d. Hadis 

 مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنا؛ً فَ هُوَ عِنْدَ الِله حَسَنٌ 
“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka 

ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan.” (HR. Ahmad dan al-

Hakim) 

 

3. Jenis-Jenis „Urf 

Dalam hukum Islam, „urf dibagi menjadi dua kategori utama: 

a. Dilihat dari segi keberlakuannya: 

1) „Urf „Am (Umum): Kebiasaan yang berlaku luas di banyak 

wilayah Muslim. 

2) „Urf Khass (Khusus): Kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah 

atau komunitas tertentu. 

b. Dilihat dari segi kesesuaiannya dengan syariat: 

1) „Urf Shahih (Valid): Tidak bertentangan dengan nash syar‟i dan 

dapat dijadikan dasar hukum. 

2) „Urf Fasid (Rusak): Bertentangan dengan hukum syariah dan tidak 

dapat digunakan. 

4. Fungsi dan Peran „Urf dalam Hukum Islam 

„Urf memainkan peran penting dalam: 

a. Mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada dalil nash eksplisit. 

b. Menyesuaikan hukum dengan konteks lokal, sehingga syariah tetap 

relevan dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda budaya. 

c. Memberikan stabilitas sosial, karena norma yang sudah diterima oleh 

masyarakat lebih mudah dipatuhi. 
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d. Menghindari kesulitan (haraj) dalam penerapan hukum. 

5. Kaidah Ushuliyyah yang Berkaitan 

Beberapa kaidah fiqh yang memperkuat eksistensi „urf adalah: 

a. Al-„adah muhakkamah (Kebiasaan dapat dijadikan hukum) 

b. Ma'ruf „urfan ka masyrut syartan (Sesuatu yang sudah dikenal secara 

umum dianggap sebagai sesuatu yang disyaratkan) 

c. Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (Hukum 

dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat) 

Dalam dunia modern, „urf sangat berguna dalam pembentukan 

hukum Islam yang responsif dan kontekstual. Misalnya, dalam hukum 

ekonomi Islam, praktik muamalah modern yang belum ada pada masa 

klasik dapat dirujuk berdasarkan „urf masyarakat bisnis asalkan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia, pengaruh „urf 

terlihat dalam lembaga hukum adat yang diakomodasi oleh sistem hukum 

nasional, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 



 

26 

BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, 

Kecamatan Depati Tujuh  

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Desa Koto Tuo, Koto Payang dan 

Semumu, Kecamatan Depati Tujuh 

Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu berada di Kecamatan 

Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Sebelumnya, 

desa ini termasuk dalam Kecamatan Air Hangat, tetapi pada tahun 2001, 

beberapa kecamatan di Kabupaten Kerinci dipecahkan, sehingga Desa 

Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu resmi menjadi bagian dari 

Kecamatan Depati Tujuh. 

Adapun batas wilayah Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu 

Kecamatan Depati Tujuh adalah sebagai berikut: 

a. Desa Koto Tuo 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Semumu. 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tebat Ijuk. 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Payang. 

Luas Desa Koto Tuo adalah 0,80 km
2
 dengan jarak ke Ibu Kota 

Kecamatan 1 km dan Ibu Kota Kabupaten adalah 14 km. 

b. Desa Koto Payang 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Koto Majidin Mudik. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Semumu. 
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3) Sebelah Barat berbatasan dengan Koto Tuo. 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Panjang. 

Luas Desa Koto Payang adalah 0,46 km
2
 dengan jarak ke Ibu 

Kota Kecamatan 1 km dan Ibu Kota Kabupaten adalah 13 km. 

c. Desa Semumu 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sekungkung. 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Sungai Penuh. 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit. 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Payang. 

Luas Desa Semumu adalah 7,51 km
2
 dengan jarak ke IbuKota 

Kecamatan 2 km, IbuKota Kabupaten adalah 12 km, dan IbuKota Provinsi 

450 km. 

2. Jumlah Penduduk  dan Mata Pencarian 

a. Keadaan Penduduk 

Penduduk adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang 

semenjak dilahirkan menghuni atau mendiami suatu daerah tersebut. 

Sekelompok manusia tersebut hidup dengan lingkungan dan budaya 

tertentu yang menjadi bagian keseluruhan dari pada kondisi maupun 

benda yang ditempati atau mempengaruhi kehidupan manusia.  

Kependudukan Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu 

pada umumnya merupakan penduduk asli, Desa Koto Tuo, Koto 

Payang dan 
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Semumu tidak memiliki penduduk yang datang dari luar, biasanya 

pendatang itu mereka ingin berdagang, bertani dan lain sebagainya, 

sedangkan berdagang dan bertani tidak cocok untuk pendatang karena 

di sana jumlah lahan tidak terlalu banyak, tidak memiliki perbukitan 

untuk dijadikan lahan bercocok tanam. 

Tabel. 1 Jumlah penduduk Desa Koto Tuo menurut jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 487 Orang 

2. Perempuan 505 Orang 

Jumlah 992 Orang 

Sumber: Dokumen Desa Koto Tuo 

      Tabel. 2 Jumlah penduduk Desa Koto Payang menurut jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 496 Orang 

2. Perempuan 552 Orang 

Jumlah 1.048 Orang 

Sumber: Dokumen Desa Koto Payang 

Tabel. 3 Jumlah penduduk Desa Semumu menurut jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 800 Orang 

2. Perempuan 853 Orang 

Jumlah 1.653 Orang 

   Sumber: Dokumen Desa Semumu 
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b. Mata Pencarian 

Pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan disebut mata 

pencaharian. Selain itu, mata pencaharian dapat diartikan sebagai 

aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. 

Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu khususnya dan umumnya 

Kabupaten Kerinci beriklim tropis. Iklim ini sangat mendukung usaha 

perkembangan pertanian. Lahan persawahan yang sangat luas cocok 

untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Sumber air untuk perairan 

tidak terlalu sulit, bisa diperoleh dari irigasi yang diairi dari Sungai 

ditambah lagi dengan musim hujan. Oleh karena itulah mata 

pencaharian yang paling menonjol di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan 

Semumu adalah dibidang pertanian. Penanaman padi dilakukan dua 

kali dalam satu tahun dengan menggunakan bibit unggul. Sedangkan 

sebagian dari masyarakat ada yang sumber dan penghasilnya dari 

usaha berdagang, pegawai negeri sipil, sopir dan lain sebagainya. 

Selain itu penduduk Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu 

memiliki bentuk kerja yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki, ada yang bekerja sebagai buruh di samping menggerakkan 

lahan pertaniannya yaitu  orang yang bekerja di ladang orang dengan 

mengambil upah atau gaji dari mengerjakan usaha pertanian dan 
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perkebunan orang lain. Demikian juga di mana mereka yang berusaha 

dibidang perdagangan, tukang rumah, jahit dan tukang salon. 

Ditinjau dari segi mata pencaharian kehidupan para petani yang 

ada di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu khususnya bisa 

dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta sanggup 

dalam membiayai anak-anaknya ke jenjang Pendidikan, baik itu 

Pendidikan Tingkat Dasar (SD) Tingkat Menengah (SLTP), Tingkat 

Atas (SLTA) bahkan perguruan tinggi. 

Meskipun penghasilan yang diperolehnya berupa upahan dari 

hasil kerja yang mereka bahkan juga mampu memenuhi kebutuhan 

sandang dan pangan dalam berbagai bentuk, bagi petani sendiri selain 

dari bekerja sebagai pekerja upahan mereka juga memiliki lahan 

pertanian tersendiri baik berupa sawah maupun ladang, sehingga 

mereka sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, 

melanjutkan jenjang Pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang 

lebih tinggi, meskipun demikian tidak semua masyarakat Desa Koto 

Tuo, Koto Payang dan Semumu memiliki perekonomian yang 

demikian, bahkan masih terdapat masyarakat yang keadaan 

perekonomian yang sangat rendah menyebabkan mereka tidak mampu 

untuk membiayai anak-anak mereka untuk sekolah. Untuk lebih jelas 

mengenai jenis mata pencaharian penduduk Desa Koto Tuo, Koto 

Payang dan Semumu. 

3. Agama dan Pendidikan 
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a. Agama 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama 

adalah ajaran, sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan 
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kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia dan lingkungan mereka. 

Penduduk Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu sepenuhnya 

beragama Islam, dan tidak ada orang lain yang beragama lain. Ini 

dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari masyarakat, seperti pengajian 

rutin orang tua setiap malam atau setelah magrib di mushola. Di Desa 

Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, banyak kelompok orang tua 

yang berkumpul setiap hari, dan setiap malam Ramadhan masyarakat 

berkumpul di masjid. 

b. Pendidikan 

Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang handal, mandiri, berpengetahuan luas, dan memiliki 

iman dan ketaatan yang kuat. Pendidikan sangat penting, terutama 

untuk generasi muda, untuk melanjutkan masa depan yang lebih cerah 

bagi negara ini. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, 

bangsa dan negara dapat maju. 

Walaupun di Desa Koto Tuo hanya memiliki beberapa sekolah 

yakni SD Negeri 37/III Koto Tuo dan TK, Desa Koto Payang Memiliki 

SMP Negeri 20 Kerinci, SD Negeri 38/III Koto Payang dan TK, dan 

Desa Semumu hanya memiliki SD Negeri 159/III Semumu dan TK, 

namun bukan berarti pendidikan generasi muda terbatas pada sarana 

yang ada di desa-desa tersebut. Karena Desa Koto Tuo, Koto Payang 

dan Semumu ini dekat dengan Kota Sungai Penuh yang banyak tempat 
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pendidikan yang berkualitas bahkan hampir setiap tempat pendidikan 

Kota Sungai Penuh itu berkualitas, mulai dari tingkat Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Tingkat Menengah (SLTP), Tingkat 

Atas (SLTA) serta juga ada perguruan tinggi seperti Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah, Akademi Manajemen 

Informatika dan Komputer (AMIK) Depati Parbo, Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci, Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Nusantara (STIA NUSA) dan Akademi Keperawatan 

Bina Insani Sakti (AKPER YBIS).  

Karena dekat dengan perkotaan maka pendidikan sangat mudah 

dijangkau bagi generasi muda dan banyak juga generasi muda yang 

kuliah di luar dari Kota Sungai Penuh. Tetapi ada juga sebagian 

generasi muda yang tetap menjalani pendidikan di dalam Kota Sungai 

Penuh saja. Karena di Kota Sungai Penuh juga banyak sekolah ataupun 

tempat pendidikan yang berkualitas. 

4. Struktur Pemerintahan  

Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu adalah desa yang 

dikepalai oleh kepala desa dan di bantu oleh beberapa stafnya untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di desa tersebut. Dari struktur 

yang ada, dapat di lihat organisasi pemerintahan desa tersebut, 

sehingga dengan organisasi tersebut masyarakat dapat mengenal dan 

mengetahui aparat desa serta masyarakat seluruhnya. Desa Koto Tuo, 
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Koto Payang dan Semumu mempunyai beberapa organisasi yang amat 

baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di antaranya 

seperti Organisasi Pemerintahan Desa, Organisasi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi-organisasi yang ada di atas 

adalah organisasi yang di bawah naungan Kepala Desa setempat dan 

Kepala Desa diawasi pula oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

setempat dan apa-apa yang diperbuat oleh Kepala Desa dan BPD yang 

menyetujuinya. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dan 

struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo, Koto 

Payang dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh dapat dilihat dalam 

bagan struktur di bawah ini: 
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a. Struktur Organisasi Desa Koto Tuo 

1) Struktur Pemerintahan Desa Koto Tuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

PIRADIRSAL 

SEKRETARIS DESA 

NOVI PUPITA, S.Pd 

KAUR KEUANGAN 

MOCH. DRAVINDRA, S.E 

KAUR PERENCANAAN 

BODIRWAN 

KAUR TU & UMUM 

GERI LINIKER 

KASI PEMERINTAHAN 

DINA ULFA E 

KASI PELAYANAN 

EKA DENI PUTRI 

KASI KESEJAHTERAAN 

SUTRA PENDI 

KADUS 2 

ALAN FALIL NUARI 

KADUS 1 

WARDONO 

KADUS 4 

SWENPRI 

KADUS 5 

HENDRIADI 

KADUS 3 

PEBKA YUDI 
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2) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Struktur Amil Zakat 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KETUA 

HIKMAH SUYAKA 

WAKIL KETUA 

WENDRI DPt 

SEKRETARIS 

BET SETIA DEWI, S.Pd 

ANGGOTA 

RESOPIM 

ANGGOTA 

LISMAN RIO 

KETUA  

M SAMAN RIO 

WAKIL KETUA 

ASMIR RIO 

SEKRETARIS 

SAPARINAN 

BENDAHARA 

MUSKARIM 
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4) Struktur Lembaga Adat 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

KETUA ADAT 

SISTAMAR DPT 

WAKIL KETUA ADAT 

DURARWIS Mk 

SEKRETARIS 

ULIL AMRI RIO 

BENDAHARA 

APRIYAL YADI RIO 



 

      37 

       

    

b. Struktur Organisasi Desa Koto Payang 

1) Struktur Pemerintahan Desa Koto Payang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

DEDI MIZWAR, S.Pd 

SEKRETARIS DESA 

RAHMA YONO, S.Pd 

KAUR KEUANGAN 

ARIYES SETIAWAN 

KAUR TU & UMUM 

GEFRI ARYANTAMA 

KAUR PERENCANAAN 

AMAR SUBHAN 

KASI PEMERINTAHAN 

KURNIA PRATAMA, S.Pd 

KASI PELAYANAN 

HENI OCTAVIA, S.Pd 

KASI KESEJAHTERAAN 

HENDI SALMEDI, Dpt 

KADUS 2 

RISTIA ROSNALIA, S.Ap 

KADUS 1 

REKI YUMIKA 

KADUS 4 

LENDA HERI CANDRA 

KADUS 3 

DOMI APRIDUAN 
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2) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Struktur Amil Zakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA 

KAFRIADI 

WAKIL KETUA 

BAHRISON 

SEKRETARIS 

NOPI ELISA 

ANGGOTA 

YOGA PRIWIRA 

KETUA 

HARMUNIS 

SEKRETARIS 

HASNOL EFENDI 

BENDAHARA 

Hj. ARDI AHMAD 
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4) Struktur Lembaga Adat 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

KETUA ADAT 

GARNADI 

WAKIL KETUA ADAT 

HENDI SALMEDI, DPT 

SEKRETARIS 

NURYANTO 

BENDAHARA 

DAFRIZAL RIO 
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c. Struktur Organisasi Desa Semumu 

1) Struktur Pemerintahan Desa Semumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

INDRA HERMAWAN, S.STP, M.Tr.Ip 

SEKRETARIS DESA 

RIYUSMAN 

KAUR KEUANGAN 

DEDI WIJAYA 

KAUR TU & UMUM 

MARSIDU 

KAUR PERENCANAAN 

BUSRIMAN 

KASI PEMERINTAHAN 

WERJUNIS 

KASI PELAYANAN 

YULIANA FRANSISCA 

KASI KESEJAHTERAAN 

FENDRA. S 

KADUS 2 

YUKI SAPUTRA 

KADUS 1 

JUPRISON, M k 

KADUS 3 

SEL HUTRI 
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2) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Struktur Amil Zakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKIL KETUA 

SYAMTONI, Amd. Pd 

SEKRETARIS 

ARMINUS, S.Pd 

ANGGOTA 

HERSAIMAN, S.Pd 

ANGGOTA 

YENI NOVALINA 

KETUA 

KAMRIAL, S.Pd 

KETUA 

FAIDIL TAZMI 

SEKRETARIS 

KAMRIAL 

BENDAHARA 

Hj. AZARI M NUR 
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4) Struktur Lembaga Adat 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

B. Penentuan Besaran Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan 

Semumu 

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk dikeluarkan 

pada akhir bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Salah satu nilai zakat 

fitrah yang umum ditentukan adalah dalam bentuk beras. Namun, dalam 

konteks modern, ada kecenderungan untuk menetapkan besaran zakat fitrah 

dalam bentuk uang. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

dalam menunaikan kewajibannya. 

Penting untuk memahami bahwa zakat fitrah ditetapkan sebagai 

ukuran kebutuhan pokok, yaitu makanan. Beras adalah bahan makanan utama 

yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai zakat fitrah sering 

kali dihitung dalam bentuk beras, yang dapat direpresentasikan dalam bentuk 

uang sesuai dengan pasaran harga beras saat itu. 

KETUA ADAT 

AMAN USMAN, DPT 

WAKIL KETUA ADAT 

ASHAR, DPT 

SEKRETARIS 

REZA ANTRADI, NGABI 

BENDAHARA 

INDRA MAYA, Mk 
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Dalam menentukan besaran jumlah zakat fitrah, langkah pertama yang 

dilakukan adalah mengumpulkan data tentang harga beras di desa. Informasi 

ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pedagang beras lokal, pasar 

tradisional, atau melalui survei. Harga beras dapat bervariasi tergantung pada 

kualitas, jenis beras, dan faktor musiman, sehingga penting untuk 

mendapatkan data yang akurat.  

Lembaga adat berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dalam 

menentukan nilai zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

informan yang bernama Asmir Rio selaku wakil ketua amil zakat Desa Koto 

Tuo menjelaskan bahwa:  

“Proses nentau geding nilai uang zakat fitrah mulae dinga 

musyawarah nga diadakan setiap tahun menjelang di bukoak waktu 

mayi zakat fitrah di buling pasao. Kamai mantau hargu behoeh kik 

desa dinga berbagai cara, sendu nuwik dinga sadagoa, lalau ngusi 

baloe, dan ngimuk pasaran hargu behoeh daling beberapu waktu 

trakhir kik desa. Dan kamai diskusi pulao hargu behoeh nga 

berlaku dan mempertimbangkan pulao dinga kondisi ekonomi 

masyarakat sebelum nentakkah nilai uang zakat fitrah buluih tetak 

terjangkau bagi galu kalangan masyarakat. Kalu terjadi bidu 

kualitas behoeh nga di maka oleh masyarakat, biasunyu kamai 

milih ratao-ratao buluih nilai zakat fitrah nga dijadikan pedoman 

adil bagi galu pihak”.  

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Proses penentuan besaran nilai uang zakat fitrah dimulai dengan 

musyawarah yang diadakan setiap tahun menjelang dibukanya 

waktu pembayaran zakat fitrah di bulan Ramadhan. Kami 

melakukan pemantauan harga beras di desa melalui berbagai cara, 

seperti berdiskusi dengan pedagang, mengunjungi pasar lokal 

ataupun tradisional, serta melihat pasaran harga beras dalam 

beberapa waktu terakhir di desa. Dan kami mendiskusikan harga 

beras yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi ekonomi 

masyarakat sebelum menetapkan nilai uang zakat fitrah agar tetap 

terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Jika terdapat 

perbedaan kualitas beras yang dikonsumsi oleh masyarakat, 
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biasanya kami memilih harga rata-rata agar nilai zakat fitrah yang 

di tetapkan adil bagi semua pihak”. 

 

Proses penentuan besaran nilai zakat fitrah melibatkan berbagai pihak 

dengan peran dan kontribusi yang berbeda-beda. Keterlibatan berbagai pihak 

ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang diambil dapat diterima 

oleh semua kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu informan yang bernama Harmunis selaku ketua lembaga adat Desa Koto 

Payang menjelaskan bahwa:  

“Netakkah geding zakat fitrah idoak keputusan sasuhang, 

melainkan banyoak pihak sendu lembaga adat, ulama, staf desa, 

pemuda karang taruna, BPD. Dinga bertugas jadi amil zakat kamai 

sebem pegawai sarak”. 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Penetapan besaran zakat fitrah bukan keputusan sepihak, 

melainkan melibatkan banyak pihak seperti lembaga adat, ulama, 

staf desa, pemuda karang taruna, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Yang bertugas sebagai amil zakat disebut pegawai sarak”.  

 

Pelaksanaan musyawarah dalam penentuan nilai zakat fitrah selalu 

dilaksanakan sebelum menetapkan besaran nilai zakat fitrah. Musyawarah ini 

merupakan forum penting untuk membahas berbagai aspek terkait penentuan 

nilai zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan 

yang bernama Faidil Tazmi selaku ketua amil zakat Desa Semumu 

menjelaskan bahwa: 

“Musyawarah biasunyu dilaksanakan 1-2 minngu sebelum buling 

pasao. Daling musyawarah inih, kamai membahas hasil dari hargu 

behoeh dinga kamai dapeak, jenis behoeh nga dijadikan pedoman, 

kondisi ekonomi masyarakat, dan dinga paling pentin geding nilai 

zakat fitrah dinga akan ditetapkan. Dan waktu mulae ngumpao 

zakat fitrah biasunyu mulae tanggal 10 Ramadhan”. 
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Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Musyawarah biasanya dilaksanakan 1-2 minggu sebelum bulan 

Ramadhan. Dalam musyawarah ini, kami membahas hasil survei 

harga beras, jenis beras yang dijadikan acuan, kondisi ekonomi  

masyarakat, dan tentu saja besaran nilai zakat fitrah yang akan 

ditetapkan. Dan waktu mulai pengumpulan zakat fitrah biasanya 

tanggal 10 Ramadhan”. 

 

Setelah mendapatkan data harga beras, langkah selanjutnya adalah 

lembaga adat dan amil zakat menentukan jumlah beras yang harus dikeluarkan 

sebagai zakat fitrah. Di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, 

pembayaran zakat fitrah dilakukan menggunakan canting sebanyak 10 canting 

beras (setara kaleng susu) per orang. Dengan menggunakan harga beras yang 

telah dikumpulkan, kita dapat menghitung besaran jumlah zakat fitrah dengan 

cara mengalikan jumlah beras yang ditetapkan dengan harga per canting. 

Kriteria yang digunakan lembaga adat dalam menentukan besaran nilai zakat 

fitrah yaitu pertimbangan untuk memastikan nilai yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan syariah dan kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu informan yang bernama Sistamar Dpt selaku 

ketua lembaga adat Desa Koto Tuo menjelaskan bahwa:  

“Standar ukuran utamu nga kamai guneo ituh sasuwae dinga 

ketentuan syariat yaituh 2,5 kg atau 3 liti behoeh. Selain ituh, 

kamai ugeo dinga miki hargu behoeh nga berlaku kik pasaran, 

kualitas behoeh nga dijadikan pedoman dan kemampuan ekonomi 

masyarakat”. 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Kriteria utama yang kami gunakan adalah kesesuaian dengan 

ketentuan syariah yaitu 2,5 kg atau 3 liter beras. Selain itu, kami 

juga mempertimbangkan harga beras yang berlaku di pasaran, 

kualitas beras yang dijadikan acuan, dan kemampuan ekonomi 

masyarakat.” 
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Sumber informasi pasaran harga beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang 

dan Semumu lembaga adat memperoleh informasi mengenai harga beras yang 

berlaku di pasaran melalui beberapa sumber untuk memastikan akurasi data 

yang digunakan dalam penentuan besaran jumlah zakat fitrah. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Harmunis selaku 

ketua amil zakat Desa Koto Payang menjelaskan bahwa:  

“Untuk dapeak informasi kamai mantau hargu behoeh kik desa 

dinga caru sendu nuwik ngusi sadagoa, ngusi baloe dinga ngimuk 

pasaran hargu behoeh daling beberapu waktu terakhir”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Untuk memperoleh informasi kami melakukan pemantauan harga 

beras di desa melalui berbagai cara, seperti berdiskusi dengan 

pedagang, mengunjungi pasar lokal ataupun tradisional serta 

melihat pasaran harga beras dalam beberapa waktu terakhir”. 

 

Selain itu, penetapan nilai uang zakat fitrah berdasarkan harga beras 

juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam situasi 

ekonomi yang sulit, mungkin perlu ada penyesuaian dalam jumlah atau cara 

pembayaran zakat fitrah. Hal ini penting agar zakat fitrah tetap dapat diakses 

oleh semua masyarakat. Setiap tahun, harga beras dapat berubah, sehingga 

penetapan nilai uang zakat fitrah harus dilakukan secara berkala. Dengan cara 

ini, nilai zakat fitrah tetap relevan dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. 

Pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu 

pertimbangan penting dalam menentukan besaran nilai zakat fitrah. Hal ini 

untuk memastikan nilai yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat 

namun tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan hasil wawancara 
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dengan salah satu informan yang bernama Garnadi selaku ketua lembaga adat 

Desa Koto Payang menjelaskan bahwa:  

“Keadaan ekonomi masyarakat dinga paling kamai piki. Kamai 

idoak ndik nentau nilai nga tinggai nga bisa memberatkan 

masyarakat, apu lagi masu-masu payaoh sendu inih. Tapi kamai 

harus ugeo memastikah nia nilai ituh sasuwae dinga syariat”. 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Kondisi ekonomi masyarakat sangat kami pertimbangkan. Kami 

tidak ingin menetapkan nilai yang terlalu tinggi yang dapat 

memberatkan masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti 

sekarang ini. Namun, kami juga harus memastikan nilai tersebut 

sesuai dengan ketentuan syariah”. 

 

Lembaga adat melakukan sosialisasi zakat fitrah kepada masyarakat 

melalui berbagai media dan forum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk 

memberi masyarakat pemahaman tentang kewajiban, besaran, dan cara 

membayarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang 

bernama Aman Usman Dpt selaku ketua lembaga adat Desa Semumu 

menjelaskan bahwa:  

“Kamai ngumum menjelang dan salamu buling Ramadhan. Dan 

kamai nyampae keputusan ngusi masyarakat melalui mesjun, suroa 

atau tempik ngumpao zakat fitrah”.  

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Sosialisasi dilakukan secara intensif terutama menjelang dan 

selama bulan Ramadhan. Kami menyampaikan keputusan ini 

kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid, musala atau 

tempat pengumpulan zakat fitrah”.  

 

Jenis beras tertentu dijadikan acuan dalam penentuan nilai zakat fitrah. 

Pemilihan jenis beras ini didasarkan pada beberapa pertimbangan untuk 

memastikan nilai zakat fitrah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah 
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dan kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

informan yang bernama Faidil Tazmi selaku Ketua amil zakat Desa Semumu 

menjelaskan bahwa:  

“Hargu behoeh dinga kamai guneo sebagai ukuran biasunyu ituh 

behoeh dinga paling banyoak uha makang, diambik behoeh dinga 

kualitas sedang dinga hargu Rp 25.000 – Rp 30.000 per uha untuk 

gagalu kalangan masyarakat, baik nyu makang behoeh kualitas 

tinggai, kualitas menengoah maupun kualitas biasu”. 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Harga beras yang kami gunakan sebagai patokan biasanya adalah 

beras yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat yaitu diambil 

beras yang berkualitas sedang dengan harga Rp 25.000 – Rp 

30.000 per orang untuk semua kalangan masyarakat, baik yang 

mengonsumsi beras kualitas tinggi, kualitas sedang maupun 

kualitas biasa”.  

 

Waktu pengumpulan zakat fitrah umumnya dilakukan selama bulan 

Ramadhan hingga menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pengumpulan 

zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu dimulai dari 

pertengahan bulan Ramadhan (sekitar tanggal 10 Ramadhan), mayoritas 

masyarakat 

membayar zakat fitrah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Batas akhir 

pengumpulan zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu 

adalah satu hari sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Amil zakat membuka 

layanan pengumpulan zakat fitrah di Masjid, musala atau tempat pengumpulan 

zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang 

bernama Asmir Rio selaku wakil ketua amil zakat Desa Koto Tuo 

menjelaskan bahwa:  
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“Kamai mukoak layanan ngumpao zakat fitrah mulae tanggal 10 

Ramadhan, tapi mulae ramai biasunyu 10 ahai akhir bulan 

Ramadhan. Karnu 3 ahai terakhir kamai ndik magi pulao ngusi 

dinga berhak nimu zakat fitrah”. 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Kami membuka layanan pengumpulan zakat fitrah mulai tanggal 

10 Ramadhan, tetapi puncak pengumpulan biasanya terjadi pada 10 

hari terakhir bulan Ramadhan. Karena 3 hari terakhir kami akan 

membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah”. 

 

Harga beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu adalah Rp 

2500 – Rp 3000 per canting dan jumlah beras yang ditetapkan adalah 10 

canting, maka nilai uang zakat fitrah untuk satu orang adalah Rp 25.000 – Rp 

30.000. Dengan cara ini, setiap individu dapat dengan mudah menentukan 

berapa uang yang perlu mereka keluarkan sebagai zakat fitrah. Namun di Desa 

Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, nilai uang zakat fitrah ditetapkan 

sebesar Rp 25.000 – Rp 30.000 dengan menggunakan harga beras yang 

berkualitas sedang. Ketentuan ini berlaku bagi semua orang, baik yang 

biasanya menggunakan beras berkualitas tinggi, sedang maupun biasa.  

Cara penghitungan nilai zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang 

dan Semumu dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penetapan ukuran 

zakat dalam bentuk beras menggunakan acuan syariat yaitu 2,5 kg atau 3 liter 

beras per jiwa. Penentuan jenis beras memilih beras kualitas sedang yang 

umum dikonsumsi masyarakat. Lembaga adat (pegawai sarak) melalukan 

survei harga beras di pasar lokal atau tradisional dan melihat pasaran harga 

beras di beberapa waktu terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 
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satu informan yang bernama Asmir Rio selaku wakil ketua amil zakat Desa 

Koto Tuo menjelaskan bahwa:  

“Kamai mayi zakat fitrah dinga alang takar ituh cantin (kalin susu), 

dinga ukuran 10 cantin behoeh dan kamai ngali jumlah ituh dinga 

hargu per cantin behoeh dinga lah di tentaukan. Kamai ngitum nilai 

zakat fitrah dinga ngali 2,5 kg – 3 liti dinga hargu ratao-ratao 

behoeh 

nga kamai dapeak juk hasil survei. Misalnyu, hargu ratao-ratao 

behoeh Rp 2500 – Rp 3000 per cantin, jadi nilai zakat fitrah ituh 

Rp  2500 × 10 cantin = Rp 25.000 atau Rp 3000 × 10 cantin = Rp 

30.000. Jadi nilai uang zakat fitrah nga di saran ituh sekitar 25.000 

– Rp 30.000 per uha, sasuwae dinga hargu behoeh waktu ituh”. 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

“Kami membayar zakat fitrah dengan alat takaran yaitu canting 

(kaleng susu), dengan patokan 10 canting beras dan kami 

mengalikan jumlah tersebut dengan harga per canting  beras yang 

telah ditetapkan. Kami menghitung nilai zakat fitrah dengan 

mengalikan 2,5 kg – 3 liter dengan harga rata-rata beras yang kami 

peroleh dari hasil survei. Misalnya, jika harga rata-rata beras Rp 

2500 – Rp 3000 per canting, maka nilai zakat fitrah adalah Rp 

2500 × 10 canting = Rp 25.000 atau Rp 3000 × 10 canting = Rp 

30.000. Maka nilai uang zakat fitrah yang di rekomendasikan 

berkisar antara Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang, sesuai dengan 

harga beras pada waktu terakhir”. 

 

Berdasarkan hasil yang didapat dengan berbagai pihak, peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa penentuan nilai zakat fitrah di Desa Koto Tuo, 

Koto Payang, dan Semumu dilakukan melalui proses musyawarah yang diatur 

oleh lembaga adat (pegawai sarak) dengan melibatkan ulama, staf desa, 

pemuda karang taruna, dan BPD sekitar 1-2 minggu sebelum Ramadhan. 

Penetapan nilai mengacu pada ketentuan syariah sebesar 2,5 kg atau 3 liter 

beras setara dengan 10 canting atau kaleng susu yang dikalikan dengan harga 

beras kualitas sedang Rp 2500 – Rp 3000 per canting sehingga menghasilkan 

nilai zakat fitrah Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang. Informasi harga beras 
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diperoleh melalui survei pasar lokal dengan mempertimbangkan kondisi 

ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan namun tetap sesuai ketentuan 

syariah. Pengumpulan zakat dimulai dari tanggal 10 Ramadhan dengan 

puncak pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan, dan mulai pendistribusian 

kepada yang berhak menerima dilakukan 

pada 3 hari terakhir sebelum Idul Fitri, sementara sosialisasi dilakukan melalui 

pengumuman di masjid, musala, atau tempat pengumpulan zakat fitrah. 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Lembaga Adat Menentukan Besaran Jumlah Zakat Fitrah di Desa Koto 

Tuo, Koto Payang dan Semumu  

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang dikeluarkan 

pada akhir bulan Ramadan. Proses penentuan ini melibatkan banyak pihak dan 

mempertimbangkan berbagai faktor. Lembaga adat, yang dikenal sebagai 

“pegawai sarak”, memegang peran penting dalam penetapan nilai zakat fitrah. 

Mereka tidak bertindak sendiri, melainkan melibatkan berbagai elemen 

masyarakat seperti ulama, staf desa, pemuda karang taruna, dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang 

diambil bersifat kolektif, bukan sepihak. 

Penentuan nilai zakat fitrah dimulai dengan mengadakan musyawarah 

yang dilaksanakan setiap tahun menjelang pertengahan Ramadhan, sekitar 1–2 

minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Musyawarah ini menjadi forum penting 

untuk membahas data dan masukan dari berbagai pihak sebelum nilai akhir 

ditetapkan. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah melakukan 

survei harga beras. Lembaga adat dan amil zakat akan turun langsung ke pasar 

tradisional, berdiskusi dengan pedagang beras lokal, dan memantau harga rata-

rata dalam beberapa minggu terakhir. Ini dilakukan agar penetapan nilai zakat 

benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi aktual masyarakat. 

Zakat fitrah yang dibayarkan di ketiga desa tersebut masih 

menggunakan ukuran tradisional, yaitu canting atau kaleng susu, sebanyak 10 

canting per orang. Ukuran ini setara dengan 2,5 kg atau 3 liter beras, sesuai 



 

 

dengan ketentuan syariah dalam hukum Islam. Harga beras per canting yang 

digunakan sebagai patokan berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 3.000. Maka, 

jika dikalikan dengan 10 canting, besaran zakat fitrah dalam bentuk uang 

adalah sekitar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per orang, tergantung pada harga 

rata-rata di tahun tersebut. 

Lembaga adat menetapkan jenis beras yang menjadi acuan adalah 

beras kualitas sedang, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ini 

dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi semua kalangan-baik mereka yang 

biasa mengonsumsi beras kualitas tinggi, sedang, maupun biasa. Pertimbangan 

utama dalam menentukan nilai uang zakat fitrah adalah kesesuaian dengan 

syariat dan kondisi ekonomi masyarakat. Lembaga adat sangat memperhatikan 

daya beli masyarakat agar zakat tidak menjadi beban, namun tetap sah secara 

hukum agama. 

Dalam praktiknya, jika ada perbedaan kualitas beras yang dikonsumsi, 

lembaga adat memilih mengambil nilai rata-rata dari harga beras yang umum 

di desa tersebut. Ini dianggap solusi yang adil dan merata bagi semua pihak 

yang akan menunaikan zakat fitrah. Musyawarah penetapan nilai zakat fitrah 

juga menjadi momen untuk memperkuat solidaritas sosial antarwarga desa. 

Dalam forum ini, semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan masukan, 

sehingga keputusan akhir mencerminkan kehendak bersama dan dapat 

diterima secara luas.  

Setelah nilai zakat fitrah ditetapkan, lembaga adat dan amil zakat 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui 



 

 

masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat, agar semua warga 

mengetahui besaran dan cara menunaikan zakat fitrah dengan benar. Waktu 

pengumpulan zakat fitrah dimulai sekitar tanggal 10 Ramadhan. Puncak 

pembayaran biasanya terjadi pada 10 hari terakhir Ramadhan, dan 3 hari 

sebelum Idul Fitri, zakat mulai didistribusikan kepada yang berhak menerima. 

Layanan pengumpulan dibuka di masjid dan tempat umum lainnya. 

Penentuan zakat fitrah dengan melibatkan lembaga adat ini merupakan 

bentuk penerapan prinsip „urf dalam hukum Islam. „Urf berarti kebiasaan 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan telah menjadi norma 

sosial yang diakui. Dalam hal ini, peran lembaga adat sebagai bagian dari „urf 

sah secara hukum Islam. Konsep „urf yang diterapkan dalam konteks zakat 

fitrah di desa ini mengacu pada prinsip fiqh seperti “al-„adah muhakkamah” 

(kebiasaan dapat menjadi hukum) dan “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-

azminah wa al-amkinah” (hukum berubah sesuai tempat dan waktu). Ini 

membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan 

diri dengan realitas sosial. 

Dengan demikian, penetapan zakat fitrah oleh lembaga adat di Desa 

Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu mencerminkan sinergi antara nilai-nilai 

syariah dan kearifan lokal. Proses ini tidak hanya sah secara agama, tapi juga 

memperkuat kohesi sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui 

pendekatan yang partisipatif dan kontekstual. 

 



 

 

B. Putusan Lembaga Adat dalam Menentukan Besaran Jumlah Zakat 

Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, Berdasarkan 

Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, zakat fitrah merupakan kewajiban individual 

(fardhu „ain) yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang hari raya 

Idul Fitri. Zakat ini menjadi bentuk penyucian diri dan solidaritas sosial 

terhadap sesama, khususnya kaum dhuafa. Islam telah menetapkan bahwa 

zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 

setara 3 liter beras per orang. 

Dalam praktiknya, hukum Islam tidak memisahkan antara prinsip 

universal dan kearifan lokal. Salah satu instrumen penting dalam 

pengembangan hukum Islam yang bersifat kontekstual adalah konsep „urf, 

yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Di sinilah 

peran lembaga adat menjadi relevan dalam menetapkan nilai zakat fitrah 

berdasarkan kondisi lokal. 

Di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, penetapan besaran 

zakat fitrah tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme 

musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Lembaga adat, ulama, 

perangkat desa, pemuda karang taruna, dan BPD bersinergi dalam 

menyepakati nilai zakat berdasarkan harga beras yang berlaku dan daya beli 

masyarakat. Proses ini mencerminkan implementasi kaidah fikih al-„adah 

muhakkamah (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Hal ini menunjukkan bahwa 

ketetapan adat yang telah berlaku lama dan diterima masyarakat, selama tidak 



 

 

bertentangan dengan nash syar‟i, dapat dijadikan dasar hukum. Maka 

keputusan lembaga adat mengenai zakat fitrah termasuk dalam kategori „urf 

shahih. 

Dasar hukum „urf sendiri diambil dari Al-Qur‟an, seperti dalam QS Al-

A‟raf ayat 199 yang memerintahkan untuk memerintahkan ma‟ruf, atau segala 

sesuatu yang telah dikenal baik di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, „urf 

merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penerapan nilai-nilai 

syariah sesuai realitas mereka. 

Penentuan nilai zakat fitrah dimulai dengan mengumpulkan informasi 

harga beras dari berbagai sumber, seperti pedagang lokal dan pasar tradisional. 

Ini bertujuan untuk menjamin akurasi data dan relevansi harga yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan zakat. Informasi ini kemudian dibahas 

dalam forum musyawarah tahunan. Lembaga adat menetapkan bahwa ukuran 

zakat fitrah tetap sesuai syariat, yakni 2,5 kg atau 3 liter beras. Di ketiga desa 

tersebut, ukuran ini diterjemahkan ke dalam satuan lokal yakni 10 canting 

(kaleng susu). Nilai uang zakat fitrah dihitung dengan mengalikan jumlah 

tersebut dengan harga beras rata-rata di pasaran saat itu. Hasil survei 

menunjukkan bahwa harga per canting beras berkisar antara Rp 2.500 hingga 

Rp 3.000. Maka, jika dikalikan dengan 10 canting, nilai zakat fitrah berkisar 

antara Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang. Harga ini ditetapkan berdasarkan 

kualitas beras sedang, yang merupakan jenis paling umum dikonsumsi oleh 

masyarakat. 



 

 

Prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama lembaga adat dalam 

menetapkan nilai zakat. Mereka memilih menggunakan harga beras kualitas 

sedang sebagai standar agar semua kalangan dapat menunaikan zakat dengan 

kemampuan yang relatif merata. Ini menunjukkan perhatian pada prinsip 

raf‟ul haraj (menghilangkan kesulitan) dalam hukum Islam. Lembaga adat 

juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam masa sulit, 

seperti saat terjadi kenaikan harga bahan pokok atau krisis ekonomi, 

penyesuaian nilai zakat dapat dilakukan agar tidak membebani masyarakat. 

Hal ini selaras dengan prinsip taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah 

wa al-amkinah (hukum dapat berubah mengikuti zaman dan tempat). 

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga adat melalui 

berbagai media seperti pengumuman di masjid, musala, dan tempat 

pengumpulan zakat. Ini menunjukkan fungsi lembaga adat tidak hanya sebagai 

penentu hukum lokal, tapi juga sebagai penyampai informasi dan pembina 

umat dalam pelaksanaan ibadah. Penetapan zakat fitrah melalui musyawarah 

juga mengajarkan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi dalam hukum Islam. 

Semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga 

keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama dan 

menghindari potensi konflik sosial. 

Pembayaran zakat fitrah dimulai dari tanggal 10 Ramadhan hingga 

malam takbiran. Dalam tiga hari terakhir, zakat yang telah terkumpul 

didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Proses ini berjalan 



 

 

tertib karena sudah menjadi kebiasaan tahunan masyarakat, sehingga 

terlaksana dengan efisien dan tepat sasaran. 

Secara hukum Islam, keputusan lembaga adat di tiga desa tersebut 

sudah sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa dan harta, serta 

mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah „ammah). Penetapan nilai zakat 

fitrah yang adil, terjangkau, dan transparan menunjukkan komitmen terhadap 

prinsip-prinsip syariah yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, 

putusan lembaga adat dalam menentukan besaran zakat fitrah merupakan 

bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan budaya lokal. Melalui prinsip 

„urf, musyawarah, dan pertimbangan syariah, masyarakat mampu 

menyesuaikan kewajiban ibadah dengan kondisi sosial ekonomi mereka, tanpa 

menyimpang dari nilai-nilai Islam yang mendasar. 

Menurut Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari empat mazhab 

utama dalam Islam yang dikenal dengan pendekatannya yang fleksibel dalam 

beberapa aspek hukum, termasuk dalam hal zakat fitrah. Salah satu ciri khas 

mazhab ini adalah memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk 

nilai uang, bukan hanya dalam bentuk makanan pokok sebagaimana 

dianjurkan oleh mazhab lainnya. Pendapat ini dilandaskan pada prinsip 

kemaslahatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para 

penerima zakat (mustahik). 

Menurut ketentuan Mazhab Hanafi, zakat fitrah yang wajib 

dikeluarkan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan dapat dibayarkan 

dalam bentuk uang setara dengan nilai makanan pokok yang berlaku. Dalam 



 

 

konteks ini, makanan pokok yang dijadikan standar antara lain adalah 

gandum, kurma, kismis, jagung, barley (jewawut), dan beras. Kadar zakat 

fitrah pun berbeda-beda tergantung jenis makanan pokoknya. 

Secara spesifik, mazhab Hanafi menetapkan bahwa zakat fitrah untuk 

gandum atau tepung gandum adalah sebesar 1/2 sha', yang kira-kira setara 

dengan 1,75 hingga 2 kilogram. Sementara itu, jika makanan pokok yang 

digunakan sebagai acuan adalah kurma, kismis, jagung, atau barley, maka 

takaran zakat fitrah menjadi 1 sha', atau sekitar 3 hingga 3,5 kilogram. 

Perbedaan takaran ini disesuaikan dengan nilai ekonomis dari masing-masing 

bahan makanan tersebut. 

Dalam perkembangan zaman modern, beberapa ulama kontemporer 

dari mazhab Hanafi pun menguatkan kembali pendapat ini. Mereka menilai 

bahwa pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang justru lebih bermanfaat 

karena memberikan kebebasan kepada mustahik untuk menggunakan uang 

tersebut sesuai kebutuhan mendesak mereka. Salah satu ulama yang 

mendukung pandangan ini adalah Dr. Muhammad Taqi Usmani dari Pakistan. 

Dr. Taqi Usmani berpendapat bahwa zakat fitrah dalam bentuk uang 

tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih utama dalam kondisi sosial 

tertentu. Ia menekankan bahwa dalam banyak situasi, mustahik lebih 

membutuhkan uang tunai dibanding bahan makanan. Dengan uang, mereka 

bisa membeli kebutuhan yang paling mendesak, seperti obat-obatan, pakaian, 

atau biaya hidup lainnya. 



 

 

Pandangan serupa juga datang dari Dār al-Iftā‟ al-Miṣriyyah di Mesir, 

lembaga fatwa resmi negara yang banyak merujuk pada pendapat Mazhab 

Hanafi. Dalam beberapa fatwanya, lembaga ini menegaskan bahwa 

pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan, bahkan dianjurkan 

jika hal tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan bagi penerima zakat. Ini 

menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat fitrah dengan uang memiliki 

legitimasi yang kuat dalam fiqih Islam. 

Ketentuan dan pendekatan mazhab Hanafi ini sangat relevan jika 

dibandingkan dengan praktik zakat fitrah yang terjadi di masyarakat Desa 

Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu. Di ketiga desa ini, masyarakat sudah 

terbiasa membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tunai. Uang tersebut 

kemudian dibelikan kebutuhan pokok atau langsung dibagikan kepada 

mustahik, sesuai hasil musyawarah adat setempat. Pendekatan ini dinilai lebih 

praktis dan efektif karena memudahkan distribusi zakat dan memberikan 

manfaat maksimal kepada para penerima. Mustahik tidak selalu membutuhkan 

bahan makanan dalam bentuk fisik, apalagi jika mereka sudah memiliki stok 

beras atau makanan pokok lainnya. Dalam hal ini, uang bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Keselarasan antara praktik 

masyarakat lokal dan pendapat Mazhab Hanafi menunjukkan adanya 

penerapan hukum Islam yang adaptif dengan kondisi sosial ekonomi setempat. 

Masyarakat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu secara tidak 

langsung telah menerapkan kaidah fiqih yang mempertimbangkan maslahat 

dan kebutuhan riil umat, sebagaimana ditekankan oleh para ulama Hanafi. 



 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah 

dalam bentuk uang yang dilakukan oleh masyarakat di ketiga desa tersebut 

tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-

prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar pemikiran Mazhab Hanafi. Hal ini 

mencerminkan pemahaman keagamaan yang cerdas dan kontekstual, yang 

mampu menggabungkan nilai-nilai syariat dengan kearifan lokal. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa enetapan besaran zakat fitrah oleh 

lembaga adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu merupakan 

praktik hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip „urf shahih, yaitu 

kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui musyawarah 

yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, lembaga adat menetapkan nilai 

zakat fitrah berdasarkan harga beras kualitas sedang, dengan ukuran syar‟i 2,5 

kg atau 3 liter beras yang dikonversi ke dalam nilai uang sebesar Rp 25.000 – 

Rp 30.000 per orang. Proses ini mencerminkan penerapan kaidah fikih seperti 

al-„adah muhakkamah dan raf‟ul haraj, yang menjadikan kebiasaan sebagai 

hukum dan menghindari kesulitan dalam penerapan syariat. Keputusan ini 

juga sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi yang memperbolehkan 

pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang demi kemaslahatan mustahik. 

Dalam perspektif ini, pembayaran dalam bentuk uang dinilai lebih efektif dan 

relevan, karena memberikan kebebasan kepada penerima untuk memenuhi 

kebutuhan mendesak mereka. Dukungan dari ulama kontemporer seperti Dr. 

Taqi Usmani dan lembaga fatwa resmi seperti Dār al-Iftā‟ al-Miṣriyyah 

memperkuat legitimasi praktik ini. 



 

 

Dengan demikian, keputusan lembaga adat dalam menetapkan zakat 

fitrah berbasis uang tunai di ketiga desa tersebut tidak hanya sah menurut 

hukum Islam, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum Islam yang adaptif 

dan kontekstual. Praktik ini mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman 

dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat secara harmonis, serta 

menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons 

kebutuhan zaman dan tempat. 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa, yaitu Koto Tuo, Koto 

Payang, dan Semumu, diketahui bahwa penentuan besaran zakat fitrah di 

masing-masing desa tersebut masih dipengaruhi oleh kebiasaan adat dan 

praktik lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat di ketiga 

desa tidak hanya mempertimbangkan harga beras pasar sebagai acuan, tetapi 

juga mengikuti ketentuan zakat fitrah yang sudah disepakati secara kolektif di 

lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan adanya peran signifikan dari „urf 

atau kebiasaan masyarakat dalam praktik penentuan zakat fitrah, yang 

meskipun tidak selalu mengacu pada standar harga pasar terkini, tetap diterima 

dan dijalankan secara konsisten oleh warga sebagai bagian dari tradisi 

keagamaan dan sosial. 

Secara fiqh, penentuan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat ini 

dapat dibenarkan karena termasuk dalam kategori „urf shahih (kebiasaan yang 

sah) selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Pengaruh „urf dalam 

penetapan zakat fitrah juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam 

merespons kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendekatan 

berbasis „urf dalam menentukan nilai zakat fitrah dapat menjadi solusi yang 

adil dan relevan, asalkan tetap mempertimbangkan asas keadilan bagi 

penerima zakat dan keseimbangan dengan nilai harga beras yang berlaku di 

pasaran. Praktik ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat 



 

 

kaku, melainkan mampu menyesuaikan dengan konteks lokal demi 

kemaslahatan umat. 

B. Saran  

Lembaga adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu 

disarankan untuk terus menjaga dan memperkuat peran musyawarah tahunan 

dalam menentukan besaran zakat fitrah agar keputusan yang diambil tetap 

mencerminkan keadilan sosial dan kesesuaian syariat. Transparansi dalam 

proses penetapan harga beras dan keterlibatan semua unsur masyarakat akan 

semakin meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga. Sosialisasi 

mengenai ketentuan zakat fitrah, baik dari segi waktu, besaran, maupun 

landasan hukum Islam, perlu terus ditingkatkan oleh pegawai sarak dan tokoh 

masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di 

masyarakat serta mendorong pelaksanaan zakat yang lebih tepat guna dan 

menyentuh langsung kebutuhan mustahik. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan 

studi komparatif antar beberapa desa lain yang memiliki tradisi penetapan 

zakat berbeda, guna melihat sejauh mana variasi lokal mempengaruhi 

implementasi hukum Islam dalam konteks zakat fitrah. Selain metode 

kualitatif, penelitian mendatang bisa mempertimbangkan pendekatan mixed 

methods (gabungan kualitatif dan kuantitatif) dengan menyertakan survei yang 

melibatkan responden dalam jumlah besar agar data yang diperoleh lebih 

terukur dan mendalam dalam menilai efektivitas penetapan zakat fitrah oleh 

lembaga adat. 
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Lampiran 1 

DAFTAR WAWANCARA 

1. Bagaimana proses penentuan nilai uang zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto 

Payang dan Semumu? 

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan nilai uang zakat fitrah di Desa 

Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu? 

3. Apakah ada musyawarah yang dilakukan sebelum menentukan nilai uang 

zakat fitrah? 

4. Kriteria apa saja yang digunakan oleh lembaga adat dalam menentukan nilai 

uang zakat fitrah? 

5. Dari mana lembaga adat mendapatkan informasi mengenai harga beras yang 

berlaku di pasaran? 

6. Apakah kondisi ekonomi masyarakat juga dipertimbangkan dalam 

menentukan nilai uang zakat fitrah? 

7. Bagaimana lembaga adat melakukan sosialisasi tentang zakat fitrah kepada 

masyarakat? 

8. Jenis beras apa yang menjadi acuan? 

9. Kapan waktu pengumpulan zakat fitrah? 

10. Bagaimana cara penghitungan nilai zakat fitrah? 
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Lampiran 3 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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